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SALINAN

BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR ¢ TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANGKAT,

bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penyederhanaan
Birokrasi di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah, perlu
dilakukan Penataan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja pada
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi maka Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat perlu dilakukan
perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat;

Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 58);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
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dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan
Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari wilayah Kodya
Dati Il Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Dati II
Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 9);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 Tentang Perubahan
batas wilayah Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat
I Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang
(Lembaran Negara RI Tahun 1986 No: 11, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3322);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3547, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang
Peruban atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 72 tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah ( Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
525);

Peraturan Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Stuktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah Kabupaten Langkat sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat
(Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Daerah Nomor 58);
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10. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten
Langkat Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANGKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat (Berita Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 52) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Penataan dan Penataan PPLH (Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup);

d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Peningkatan
Kapasitas;

e. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan  Kerusakan
Lingkungan;

f. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD);

g. Kelompok jabatan fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri
dari:
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Program.

(3) Susunan Organisasi Bidang Penataan dan Penataan PPLH
(Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.

(4) Susunan Organisasi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3
dan Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Susunan Organisasi Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
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2. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3),
ayat (4), ayat (5), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang dalam melaksanaan tugasnya berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris.

(3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris.

(4) dihapus.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5

Perubahan Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
yang tak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 10 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 15 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 16 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 17 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 18 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Bidang Pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan
sampah limbah B3 dan peningkatan kapasitas.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan
kapasitas mempunyai fungsi :
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a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah;

b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis
sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;

c. kebijakan pengurangan sampabh;

d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada
produsen/ industri;

e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan
yang mampu diurai oleh proses alam;

f. Pembinaan pendaur ulangan sampah ;

g. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampabh;

h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan
kemasan produk;

. Perumusan kebijakan penanganan sampah;

j. Koordinasi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, dan
pemerosesan akhir sampah;

k. Penyediaan sarpas penanganan sampah;

Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan

sampah;

m. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;

Pengawasan terhadap tempat pemerosesan akhir dengan

sistem pembuangan open dumping;

0. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat
pengelolaan sampah;

p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan
akhir sampah;

q. Pelaksanaan kerjasama dengan Kabupaten/ Kota lain dan
kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam
menyelenggaraan pengelolaan sampah;

r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;

s. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampabh,
pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang
diselenggarakan oleh swasta;

t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan
sampah dan pemrosesan akhir sampah yang
diselenggarakan oleh swasta;

u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan Kkinerja
pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (
Badan Usaha );

v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan  Kkinerja
pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (
Badan Usaha );

w. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan
sementara limbah B3 ( pengajuan, perpanjangan,
perubahan, dan pencabutan );

x. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3;

Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan

sementara limbah B3;

z. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan
pengangkutan limbah B3 ( pengajuan,
perpanjangan, perubahan dan pencabutan );

aa.Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;

bb. Pelaksanaan perizinan Pengangkutan Limbah B3

menggunakan alat angkut roda 3 (tiga);

cc. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3;
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dd. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
ee. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan,
pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
ff. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat
hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
gg. Pengindetifikasi, Verifikasi dan Validasi serta penetapan
pengakuan keberadaan keberadaan masyarakathukum
adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA
terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup ;
hh. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA,
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA
terkait dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan
Hidup;
Pelaksanaan komunikasi biologis dengan MHA ;
Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal
atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan
pengelolaan Lingkungan Hidup;
. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA,
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
mm. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan
dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional terkait PPLH;
nn. Pelaksanaan fasilitasi kerja sama dan pemberdayaan MHA,
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
0o. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan
kerja sama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan
tradisional terkait PPLH;
pp. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan
kerja sama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan
tradisional terkait PPLH;
qq. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
rr. Pengembangan metode diklat dan penyuluhanLH;
ss. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
tt. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
uu. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli
LH;
vv. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan
ww. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
xx. Pengembangan jenis penghargaan LH;
yy. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan
LH;
zz. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan ;
aaa.Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten dan ;
bbb. Penghubung program pemberian penghargaan tingkat
Provinsi dan Nasional.

§t: =+

10. Ketentuan Pasal 20 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 21 dihapus.
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12

13

14

15

16

17

18

19.

. Ketentuan Pasal 22 dihapus.

. Ketentuan Pasal 23 dihapus.

. Ketentuan Pasal 26 dihapus.

. Ketentuan Pasal 27 dihapus.

. Ketentuan Pasal 28 dihapus.

. Ketentuan Pasal 29 dihapus.

. Ketentuan Pasal 31 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(M

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 31

Kepala Dinas Lingkungan Hidup merupakan jabatan eselon II
b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, merupakan jabatan eselon
Illa; atau jabatan administrator.

Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup merupakan
jabatan eselon III b atau jabatan administrator.

Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada
Dinas Lingkungan Hidup merupakan jabatan eselon IV a atau
jabatan pengawas.

Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan
spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur
ketentuan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan
tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan.

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) merupakan sub-
koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan
fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yang melaksanakan
tugas membantu Kepala Bidang dalam penyusunan rencana,
pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi,
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(6) Ketentuan mengenai tugas sub-koordinator sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati yang penandatanganannya dilimpahkan kepada
Kepala Dinas.

(7) Penugasan Sub-Koordinator ditetapkan oleh Kepala Dinas
melalui Surat Tugas.

Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal a¥ - *=9g2]
BUPATI LANGKAT,
ttd
TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN
Diundangkan di Stabat
pada tanggal a8 - 18 - 0021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,
ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021 NOMOR 6&¢

ALIMAT TARIGAN, S.H
‘PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19730308 200212 1 005



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR 5F TAHUN 2021

TANGGAL 23 DESEMBER 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
KABUPATEN LANGKAT LANGKAT

KEPALA DINAS

SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN |
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN PROGRAM
BIDANG PENATAAN DAN BIDANG PENGELOLAAN BIDANG PENGENDALIAN
PENATAAN PPLH SAMPAH, LIMBAH B3, DAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN
i : :
1 1 1
SUB KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR DAN
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
UPTD BUPATI LANGKAT,

ttd

ALIMATYIARIGAN, S.H
PEMBINA| TINGKAT I
NIP. 19730308 200212 1 005

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN



